PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 47 TAHN 1964
TENTANG
PENYEMPURNAAN APARATLR DO STR BUS

Presi den Republ i k | ndonesi a,

Meni nbang:

a. ahwa berhubung dengan penbentukan Kabinet Dw kora perlu neninjau
kenbal i kel engkapan aparatur Penerintah pada unumya, aparatur
di stribusi pada khususnya;

b. ahwa dengan tercapai nya usaha penyenpurnaan distribusi perlu di anbil
| angkah- | angkah yang nenungki nkan:
1. danya pengintegrasian antara Penerintah, Dewan Perwakilan

Rakyat dan Front Nasional ;

2. danya pengerahan segala daya dan dana dalam [|ingkungan
Konpartinen D stribusi, baik berasal dari sektor Negara,
Koper asi naupun Saast a;

3. danya koordinasi dan kerja-sama yang |lebih senpurna antara

apar at ur per dagangan/ di stri busi ;

Menper hat i kan:
Keputusan Misyawarah Kerja Aparatur Perdangan/DOstribusi yang telah
di adakan dal am bul an Agust us 1964;

Mengi ngat :

1. asal 4 ayat 1 Whdang-undang Dasar;

2. ndang- undang No. 19 Prp tahun 1960;

3. ekl arasi Ekonom serta Peraturan-peraturan pel aksanaanya;

4. eraturan Presiden/Panglinma Besar Konando Tertinggi Qperasi BEkonom

No. 25 tahun 1964;

Mendengar: Presi di um Kabi net Republ i k | ndonesi a;

MEMUTUSKAN :
Menet apkan:
Peraturan Presi den tentang Penyenpurnaan Aparatur D stribusi.
BAB | .
PEMBENTUKAN
Pasal 1.

(1) Sebagai alat pelengkap dalam lingkungan Menteri  Koordi nator
Konpartinen D stribusi di bent uk:
a. ewan D stribusi Nasional;
b. adan Koordi nasi D stribusi Nasional.

(2) Dalam nenjalankan tugasnya Dewan D stribusi Nasional dan Badan
Koordi nasi DO stribusi Nasional wajib nmengi ndahkan kebij aksanaan Badan
Ekonom dan Keuangan (B E K ) dan KOTl /KOG E

BAB II.
TUGAS, SUSUNAN DAN TATA- KERJA DEWAN
DI STR BUSI NASI ONAL.
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Tugas.
Pasal 2.

Dewan Distribusi Nasional bertugas nenbantu Menteri Koordi nat or
Konpartinen D stribusi serta para Menteri dal am | i ngkungan
Konpartinen D stribusi dal am nenperkenbangkan kebijaksanaan pokok
bagi pel aksanaan pengat uran distribusi nasional .

Atas permntaan Dewan Distribusi Nasional para Menteri Koordinator
dan para Menteri yang tidak nenjadi anggota Dewan D stribusi Nasional
nenber i kan bahan- bahan dan pertinbangan- pertinbangan yang di per| ukan
nenur ut bi dangnya nasi ng- nasi ng.

Susunan.

Pasal 3.

Dewan O stribusi Nasional terdiri dari:

Menteri Koordinator Konpartinen D stribusi sebagai Ketua nerangkap
Anggot a;

Menteri Perdagangan sebagai Vékil Ketua | nerangkap Anggot a;

Menteri Perhubungan Darat, Pos. Tel ekonuni kasi dan Pariw sata sebagai
Wki| Ketua Il nerangkap Anggot a;

Menteri Perhubungan Laut sebagai Vékil Ketua Il nerangkap Anggot a;
Ment eri Per hubungan Wlara sebagai Vékil Ketua |V nerangkap Anggot a;
Menteri Transmgrasi dan Koperasi sebagai Vékil Ketua V nerangkap
Anggot a;

Menteri Perindustrian Dasar dan Pertanbangan sebagai Vékil Ketua M
ner angkap Anggot a;

Menteri  Perindustrian Rakyat sebagai Wékil Ketua MI nerangkap
Anggot a;

Ketua Komsi "E' DP.RGR sebagai Veékil Ketua MII nerangkap
Anggot a;

Menteri/Sekretaris Jenderal P. N sebagai Anggot a;

s/d 14. Enpat orang Ang. DP.RGR dari Komsi, "E' sebagai anggot a.
Sekretaris Mnteri  Koordinator Konpartinen Distribusi di angkat
sebagai Sekretaris Dewan D stribusi Nasional, Panitera Komsi "E'
DP.RGR dan seorang dari Sekretariat Front MNasional di angkat
sebagai Sekretaris penbant u.

Tat a- kerj a.
Pasal 4.

Dewan D stribusi Nasional nengadakan nusyawarah secara berkal a dan

tiap-tiap kali dianggap perlu berhubungan dengan penyel esai an persoal an-
per soal an ber sana yang penti ng.

BAB I11.
CRGANI SASl, TUGAS, SUSUNAN DAN TATA- KERJA
BADAN KOCRDI NASI DI STR BUSI NAS| ONAL.



QO gani sasi .

Pasal 5.

(1) Badan Koordinasi D stribusi Nasional sebagai di maksudkan dal am pasal
1, dibentuk di pusat dan di daerah-daerah tingkat | dan terdiri dari:

a. Bagi an Koordi nasi Perencanaan D stri busi ;

b. Bagi an Koor di nasi Pel aksanaan D stri busi ;

c. Bagi an Koordi nasi Pengawasan D stri busi .

(2) Untuk nenginbangi keperluan akan spesialisasi dalam pel aksanaan
distribusi, Bagian Koordinasi Pelaksanaan D stribusi dapat dibagi
| agi dal am Badan- badan Pel aksana Koor di nasi .

(3) Badan Koordinasi D stribusi Nasional dilengkapi dengan:

a.Bro Sekretariat,

b.Bro Infornmasi Qerasionil.

(4) Penbent ukan Badan Koordinasi DO stribusi Nasional dan Badan Koordi nasi
Ostribusi Daerah Tingkat | dilaksanakan dengan keputusan Menteri
Koor di nat or Konpartenen DO stri busi .

Tugas.

Pasal 6.
(D) Badan Koordinasi D stribusi Nasional nerupakan badan
penbantu Menteri Koordi nator Konpartinen D stribusi serta nenpunyai tugas:
a. nengadakan koordinasi dan Kkerja-sana seerat-eratnya antara senua

apar at ur per dagangan/ per hubungan dan per edar an barang dengan j al an:

secara integral nengadakan perencanaan distribusi nasional yang
ber hubungan fungsi oni| dengan rencana produksi nasional ;

nel akukan koor di nasi kegi at an pel aksanaan di stri busi nasi onal ;

secara integral nengadakan pengawasan terhadap pel aksanaan di stri busi
nasi onal serta aparatur yang nenj al ankannya.

nenj adi forum kerj asana antara perusahaan negara, koperasi dan swasta

dal am | i ngkungan Konpartenen O stri busi .
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(2) Dalam nenjal ankan tugasnya tersebut pada ayat (1) pasal ini
Badan Koordinasi Dstribusi Nasional wajib nenperhatikan
perti nbangan- perti nbangan dari Dewan D stribusi Nasional .

(3) Badan-badan Pel aksana Koordi nasi yang di bentuk nenurut pasal 5
ayat (2) nenpunyai tugas nel aksanakan tugas Badan Koordi nasi
Dstribusi Nasional khusus nengenai urusan yang di bebankan
kepadanya ol eh Menteri Koordi nat or Konpartemnen distribusi.

(4 ro Sekretariat bertugas untuk nenjal ankan segal a adm ni strasi
yang diperlukan untuk nelaksanakan tugas Badan Koordi nasi
O stribusi Nasional serta nenperl ancar kannya.

(5 Bro Informasi Qperasionil bertugas untuk secara sistinatis
nengunpul kan informasi tentang segala kegiatan operatif dari
Badan Koordinasi D stribusi Nasional serta nenyedi akannya bagi
yang nener | ukannya.

(6) Badan Koordinasi Dstribusi Daerah Tingkat |  bertugas
nel aksanakan tugas sebagai mana ditetapkan dal am pasal ini dal am
daer ah- hukunmya dengan nmendasar kan diri pada kebijaksanaan unum
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yang tel ah ditentukan di tingkat pusat.
Susunan.
Pasal 7.
Susunan Badan Koordi nasi D stribusi Nasional adal ah sebagai beri kut :

a. Sekretaris Menteri Koordi nator Konpartinmen O stribusi ditunjuk
sebagai Ket ug;

b. seorang penbantu Menteri yang ditunjuk oleh nmasing-nasing
Menteri  dalam lingkungan Konpartinen D stribusi sebagai
Anggot a;

C. seorang penbantu Menteri Perindustrian Dasar dan Pertanbangan

sebagai Anggot a;

seorang penbantu Menteri Perindustrian Rakyat sebagai Anggot a;
seorang Vékil Sekretaris Jenderal dari Front Nasional sebagai
Anggot a.

sunan dari :

Bagi an Koordi nasi Perencanaan D stri busi ;

Bagi an Koordi nasi Pel aksanaan D stri busi ;

Bagi an Koor di nasi Pengawasan D stri busi ;

ro Sekretariat;

ro Infornasi Cperasionil, dianbilkan dari tenaga-tenaga ahli
dari lingkungan Konpartinen DO stribusi dengan catatan, bahwa
bagi Bagi an Koordi nasi Pel aksanaan D stribusi ditanbah dengan
tenaga ahli daripada aparatur distribusi lainnya di bidang
perusahaan negara, koperasi dan swasta.

Susunan Badan Koordinasi D stribusi Daerah Tingkat | terdiri dari:

a. Quber nur/ Kepal a Daer ah sebagai Ket ua;
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b. Seorang pejabat dari lingkungan Departenmen Perdagangan di
daerah yang ditunjuk ol en Menteri Perdagangan sebagai Anggot a;
C. Seorang pej abat dari |ingkungan Departenen Perindustrian Dasar

dan Pertanbangan di daerah vyang ditunjuk oleh Mnteri
Perindustrian Dasar dan pertanbangan sebagai Anggot a;

d. Seorang pej abat dari |ingkungan Departenen Perindustrian Rakyat
di daerah yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian Rakyat
sebagai anggot a;

e. Seorang pejabat dari |ingkungan Departenmen Perhubungan Darat,
Pos, Tel ekonuni kasi dan Pariw sata di daerah yang ditunjuk ol eh
Menteri Perhubungan Darat, Pos. Tel ekonuni kasi dan Pariw sata
sebagai Anggot a;

f. Seorang pejabat dari |ingkungan Departenen Perhubungan Laut di
daerah yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan Laut sebagai
Anggot a;

g. Seorang pej abat dari |ingkungan Departenen Perhubungan Wara di
daerah yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan WUdara sebagai
Anggot a;

h. Seorang pejabat dari |ingkungan Departenmen Transmgrasi dan
Koperasi di daerah yang ditunjuk ol eh Menteri Transmgrasi dan
Koper asi sebagai Anggot a;

i Seorang wekil dari Front Nasional Daerah yang berkeci npung
dal am bi dang di stribusi sebagai Anggot a;

Untuk nenberi kan daya-gerak yang cepat dal am nel aksanakan tugasnya

Badan Koordinasi D stribusi Daerah tingkat | nenyusun suatu Badan



Koordi nasi DO stribusi Harian.

(5  Susunan dari Bagi an-bagi an Badan Koordi nasi O stribusi Daerah tingkat
| dianbilkan dari tenaga-tenaga ahli di daerah yang bersangkutan
dengan ber pedonan pada ketentuan yang berlaku bagi Badan Koordi nasi
D stribusi Nasional .

Tat a- kerj a.
Pasal 8.

(1) Badan Koordinasi Dstribusi Nasional nenetapkan Vékil Ketua,
penbagi an-kerja antara anggota serta tata-kerja lain dari badan

t er sebut .

(2) Badan Koordinasi D stribusi Daerah tingkat |:

a. nenet apkan kil Ketua dari para anggot anya;

b. nenet apkan  susunan  Badan  Koor di nasi D stri busi Hari an
sebagai nana dinaksud pada pasal 7 ayat.(4) dari para
anggot anya;

C. nenet apkan penbagi an-kerja antara anggota serta tata-kerja

Badan- badan Koordinasi DO stribusi Daerah tingkat | dan Harian,
dengan berpedonan pada hasil-hasil ketentuan ayat (1) pasal
ini.

BAB | V.
PEMBI AYAAN DAN PENUTUP.

Penbi ayaan.
Pasal 9.

Penbi ayaan untuk keperluan Dewan D stribusi Nasional dan Badan
Koordi nasi DO stribusi Nasional dal am nenjal ankan tugasnya ditet apkan dengan
keput usan Menteri Koordi nator Konpartimen DO stribusi.

Penut up.
Pasal 10.

Hal -hal yang belum atau belum cukup diatur dalam peraturan ini

ditetapkan | ebih lanjut ol en Menteri Koordi nator Konpartinen D stribusi.
Pasal 11.

Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya nenerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penenpatannya dal am Lenbar an-
Negar a Republ i k | ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desenber 1964
PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A



Ttd.

O undangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desenber 1964.
SEKRETAR S NEGARA,

Tt d.

MOHD, | GHSAN
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